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PRESIDEN
i REPUBLIK INDONESIA
%
- NPUTUSAL PLASADEL s PUSLIIT LIDONESTIA
16, X 3 2 PAITUL 1968 -
W INANG
PREDOMALN POLANSALUAAN ANGGARAN PLNDAPATAN DAN
SEBLANDGA LLGASLMA TALUN 1908
PLESIDEIl LOSPUSLIN INDOMESIA,
Menimbang : bauwa periu memberikan pedoman mengenai pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968;
t
. Mengingat :+ 1. Pasal < ajat 1 dan Pasal 23 ajat 4 Undang-undang
Dasar 194H 3 . &
2. iwetctapan HM.P.R.S. NO. XXIIX/MPRS/1966 ;

%. etetapan M.P.it.S. NO.XXXIILI/MPRS/1967;

4. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W.
S5tbl. 1925 Wo.448) sebagaimana telah diubah dan
ditambalis g

] 5. Peraturan Peugurusan Tata—-usaha Keuangan lNegara

. . (iteA.B. Sthl. 19335 lo.381l) sebagaimana telah di-

ubai dan ditambah g

6. Undang-undang No. 13 tahun 1967 téntahg Anggaran
Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968 jo
. : Undang-undang o. 1 tahun 1968 ;

, 7. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26
O September 1966 No. 12/BK/IN/9/1966 ;

: ieputusan Presiden No. 171 tahun 1967, jo Kepu-—
tusan Presiden MNo. 163 tahun 1966,

)
J
.

MEMUTUSZKAN:

Menetaplkan : KEPUTUSAIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PE-
DOMAN PELAISANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA
WEGAZZA TAIIUN 1968.

ELTENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1). Djumlah-djumlal: jang dimuat dalam Anggaran Belan-
3 dja Hegara merupakan batas-batas tertinggi untulk
- masing-masing pos-anggaran jang bersangkutan.

(2). Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran
Belandja Negara, djika untuk pengeluaran ‘itu ti-
dalk/tidak tjukup tersedia dana (kredlt) dalam
Anggaran Belandja Negara.

(3). pDiiarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas
beban Anggaran Belandja Negara untuk tudjuan-tu-
¢juan lain dari pada jang ditetapkan dalam
Anggarain Belandja Negara.
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(1).

\e]

(2).

(3).

(1).

—~
N

~
.

PRESIODEN
REPUBLIK INDONESIA.

i

- 2

Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara
diterbitiran surat iteputusan otorisasi atau surat keputusan
1a1n‘3ang berlalku sebagal surat keputusan otorisasi, seperti
surat—-surat kepucusan kepegawaian.

Tiap penerimaan jang diperoleh Departemen/Lembaga Negara ada-
lah peneriumaan llegara dan di..rang dipergunakan langsung uniuk
membelandjai peugeluaran atas ueban Anggaran Belandja Negara,
melainkan harus disetorkan kepada Kantor Bendahara Negara

atau liedalam llekening Kas Negara pada Bank Negara Indonesia

Unit I (satu)/Bank Sentral, Giropos atau Bank Pemerintah lain-|
nja jang dituundjulk. '

OINGURUSAN UANG ANGGARAN,

Pasal 2,

Meunteri Keuangan mengatur uang unitulk membelandjai Anggaran
Belandja llegara dalauw batas-batas pelaksanaan Anggaran Penda-—
patan dan Belaudja lNegara jang seimbang.

D lam rangka pelaksanaan Anggaran ditetapkan, bahwa Anggaran
Belandja Pembangunan dibelandjai dengan hasil kredit Luar
Negeri dan ADQ, sedangkan Anggaran Delandja Routine dibelandjai
dengan peundapatair negara lainnja.

Komitmen-komitmen jang akan menimbulkan pengeluaran -

atas beban Anggaran Belandja Negara dan melebihi djumiain ter-
tentu, perlu umendapat persetudjuan terlebih dahulu dari De-
partemen Keuangan, jang selandjutnja diatur dalam pasal 15.

SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (S.XK.0.).

Dalam rangka pengaturan penjediaan uang sebagal dimaksud dalam
pasal 2, pada priusipnja dana (kredit) anggaran jang diperlu-
kan guna membiajai pengeluaran-pengeluaran disediakan untuk
masa satu triwulamn.

Untuk keperluan itu tiap Departemen/Lembaga Negara jang me-
nguasai satu vagian anggaran menjusun dan mengadjukan suatu
rentjana penggunaan kredit-anggaran, terdiri dari rentjana
fisik dan rentjana keuangan Xepada Departemen Keuangan cj.
Direktorat Djenderal Anggaran untuk memperoleh persetudjuan.

Kredit—anggaran disediakaun dengan djalan penerbitan surat ke-
putusan otorisasi (s.k.o.).

S.k.o. warulaii dapat diterbitkan setelah rentjana penggunaan
tersebutl pada ajat (£) disetudjui oleih Departemen Keuangan.

S.k.o. pada dasarunja aanja berliaku sampail achir tahun anggaran
bersangikutan.

Sk.o. jang berlaizu berulang untuk pengeluaran berkala diper-
baharui tiap tahun. b

Dari. keventuan-ketentuan dimaksud pada ajat (4),(5) dan (6) di-
ketjualikan surat-surat keputusan jang didasarkan atas peratura’
pergturau umtu kepegawaian, seperti pengangkatan pegawal, peum—
berian uaiyyg tuilgeu, pDeuberian peusiun.
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Pasal 4o

SekeoOe diterbitkan oleh Departemen/Iembaga bersangkutan dan ber—
lgku setelah mendapat pengesshan dari Departemen Keuangan c.qge.
Direktorat Djenderal Anggaran.

Departemen Keuangan cege Direktorat Djenderal Anggaran menjele-—
saikan pengesahan atas s.k.o. dalam waktu selambat=lambatnja 8(de—
;apan) hari kerdja setelah diterima surat keputusan otorisasi

Jang bersangkutan disertai bahan-bahan jang memenuhi sjarat-sjarat
Jang diperlukan untuk kepentingan pemberian pengesahan.

PENERBITAN SURAT PLRINTAH MAMBAJAR,
PENUNDJUKAN BENDAHARAWAN DAN PERTANG—
GUNGAN DJAWABNJTA.

Pasal 5.

Untuk memperoleh uang/pembajaran Bendaharawan bersangkutan mema-—
djukan permintaan kepada Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu
Bendahara Negara disertai bahan-bahan jang memenuhi sjarat-sjarat |
Jang diperlukan.

{

Tiap permintaan uang kepada Kantor Bendahara Negara/Kantor Pemban—
tu Bendahara Negara harus berdasarkan atas s.k.o. ‘

Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara meneliti
dan menentukan berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku,
apakah pembajaran harus dilakukan sebagai beban tetap atau seba-
gai beban sementarae.

Dalam hal diperlukan pembajaran atas beban tetap, permintaan ter-
sebut disertal surat—-surat buktli jang sahe.

Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara mcner—
bitkan surat perintah membajar (Se.p.m.) dalam waktu selambat-—
lambatnja 8(delapan) hari kerdja setelah diterima surat permin-
taan berkenaan,

Dalam hal Bendaoharawan menjimpan uang dalam sesuatu Bank, maka
Bank Jjeng diperkenankan hanjalah Bank Pemerintah.

Pasal Ge

Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun !
1968 Menteri/Ketua Lembaga Negara Jjang menguasai satu bagian ’
anggaran selambat-lambatnja pada achir bulan Djanuari 1968 telah
menetapkan kembali padjabat-pedjabat jang diberi wewenang untuk
menanda—-tangani surat keputusan otorisasi serta Bendaharawan-
bendaharawan dalam lingkungan Departemen/Lembaga Negara Jjang
bersangkutane.

Surat—-surat penetapan dimaksud harus sudah diterima di Departemen |
Keuangan c.g. Dircktorat Djenderal Anggaran, Kantor Bendahara Ne-—
gara/Kantor Pembantu Bendahara Negara selambat-lambatnja pada
achir bulan Pebruvari 1968. %

Dalam penundjukan-penundjukan itu diperhatiken larangan perangka-—
pan djabatan sebagaimana dimuat dalam pasal 78 Undang-undang
Perbendaharaan Indonesia (TeCoeWe)e

Pasal 7-‘ oo;.

d
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rasal 7

Sebelwn taunggal 10 tiap bulian beudaharawan menjampaikan¥k
surat pertanggungan djawab (s.p.d.) tentang pengurusan uang
untuk dipertanggung-djawabkan (u.u.d.p.) mengenai bulan
jang baru lalu kepada kantor jJjang wmenerditkan surat perin-
talh membajar (s.p.m.) u.u.d.p. itu. Setelah dilakukan pemeri
saan pendaluiuaa, s.p.d. tersebut oleh Kantor Bendahara llega
ra/antor Peuwbantu peudaihara egara dikirimkan selekas-le-
kasnja kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga Negara jang
bersangkutaan (jang anggarannja diberatkan dengan u.u.d.p.
tersebut).

Selembar teuwbusan s.p.d. sedjaun mnungkin disertai tembusan
tanda-tanda bukti Jjaug bersanglkutan bersamaan waktunja de-
ngan peungiriwanl tersebut pada ajat (1) dikiriwmkan langsung
oleh bendaharawan kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga
HNegara jang bersangikutan,

S.p.d. dimaksud pada ajat (1) Jjang dikirimkan kepada K.B.N./
antor Peuwnantu pendaiarsa llegara merupakan sjarat mutlak i
untulk memperoleir pembajaran berikutnja, tegasnja pembajaran
selandjutnja ianja dapat dilakukan apabila s.p.d. bulan
sebelumnja telalh diterima.

ADMINISTIRASTI PELAKSAINAAN ANGGARAN. |

Untulkk keperluan penjusunan perhitungan anggaran tahun 1968
pada waktu jaung direntjanakan, setiap aparatur Negara dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara,
membautu daii meugusabakan agar bahan-bahan (laporan) untuk
tata-pemnulkuail aunggaran dan perhitungan anggaran disampaikan
setjara tertib dan teratur kepada Biro Keuangan Departemen/
Lembaga MNegara Jjang meunguasai bagian anggaran jang bersang-
kutan,

Djika dalam banan-bahan/laporan termaksud dalam ajat (1)
diatas didjumpai kekeliruan-kekeliruan supaja Biro Keuangan
Departemen/Lembaga Wegara bersangkutan segera memberitahukan
kepada kantor jang mengirimkan bahan/laporan tersebut.

Piap Hepala antor selambatinja tanggal 10 tiap bulan harus
menjampaikan kepada pBiro I{euangan Departemen/Lembaga Negara
bersangiutan iciitisar semua uang jang diterima dan dikeluar-}.
lktan olen antor itu selama bulan jang lalu, baik jang dite-
rima melalui s.p.w. avaupuun dari sumber—sumber lain.y
Temvusan icixtisar termaksud disampaikan kepada Direktorat
Dje-underal Auggarail.

serdasarkan temovusan s.p.d. seperti dimaksud dalam pasal 7
ajat (:) olen sLiro Keuaungan Departemen/LemDaga Negara bersan|
lkkatan setiap wvaktu dilkkerdjakan tata-pembukuan-anggaran bu-—

ilanan, hingga tata-pembukuan ini dapat rampung dalam waktu
Jang lebiii tjepat.

Setelah....
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Setelal diterima S.p.d. scperti dimaksud dalam pasal 7

ajat (1) seyera diadakan peunjesuaian seperlunja atas penje-—
lenggaraau btata-peubuluan—-auggaran berdasarkan s.p.d. itu.
Dengan tidaic mengurangi keharusan untulk melakukan tata-pem—
bulcuan dari talmu-tahun anggaran jang lalu, Biro Keuaungan
Departemen/Leubaga llegara bersauglkutan nengutamaltan peme-—
riksaan (verifikasi) dan pembukuan dari pengeluaran dau
penerimaan auggaraun votulk tabun 1907 dan tahun 1968.

Departemewr llcuangair getelal berwusjawarah dengan Badan Peule— |

riksa jleuangan menctapkan ketentuan-ketentuan lebiin landjut
mengenai penjusunaa peraitungan anggaran.

P LN GIHEIMATAN

Pasal 9.

Dalam welaksawakan Auggaran DBcelandja Negara diusahakan peng-—
hematan dan cidlisiency setjermat-tjermatuja.

Pada Lauwpiran II surat keputusan ini dimuat ketentuan-keten-
tuan teutang bLeberapa pokolk penghematan bagi pelaksanaan

Anggaran Delandja jutin,.

BELANDJA PEGAVWAI DAl PENSIUN
Pasal 1G. ’

Untuic tabu. anggaran 1908 GT1daic diperkeaankan mengangkat pe-—|

gawai baru, walic sebagai peuggauti pegawail jang berhenti/

pensiuit/meninggal duunla maupun sebagai tambahan, terketjuali!

pengangiiatan teunaga-tenaga jang berasal dari ikatan ainas
dan sardjaua wadjib-kerdja.

Untui kkantor-kantor/unit-unit baru serta untuk penggantian
pegawai diusalialtan pelimpahan dari Departemen/Lembaga Nega-
ra lain jang kelebihan pegawail.
Gadji/upas/tundjangan-tundjangan dan ongkos perdjalanan di-
nas bagl pegawal/pekerdja projek-projek pembangunan jang
dibeban’.onn atas Anggaran Belandja Negara disesuaikan dengan
peraturan-peraturaun jang beriaku bagi Pegawail Negeri.

Pasal 11.

Tundjangau veras bagl pegawal-pegawai jaing berhak didaeral:
ninus diverilian dalam beuntuk natura dan didaerah surplus
diberilkan Deruna uvuanyg.

Tundjaungan gula bagi gegawal jang berhak pada prinsipnja

diberiitan dalamr beutuk natura. Dalam hal gula tidak terse-
dia, tundjangan diberikan dalam Bentuk uang.

(4). Harga.....

{
Tundjangail beras dan gula bagi pendiunan diberikan dalam beni
tuls uaig.,
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larga satuan beras dan gula untuk perhitungan pemberian
tuundjangan beras dan gula dalam bentuk uang ditetapikan
oleh Gubernur/xepala Daeralh menurut harga pasaran
daerair jaug bersangkutan.

Pasocl L&

Semua pepartemgu/Lembaga Negara, terutama Kantor Urusan
Pegawal berusaiia agar supaja

a. formasi pegawai tiap iunstansi untuk tahun 1968 telah
ditetapkan sebelun tanggal 1 Djanuari 19068.

b. penjelesaian surat-surat keputusan kenaikan pangkat/
Ikenaikan gadji pegawai Negerli serta surat keputusan
pensiun dilakukan selambat-lambatnja 2 (dua) bulan
sebelum tanggal berlakunja.

Departemen {euangan mengusahakan agar supaja pembajaran
gadjli dan wvensiun terlaksana pada waktunja. ’

PERDJANDJIIAN PEMNDELTAN DAN PEMDORONGAN
PEICIEIRDJAAN

Pasal 15,

Peuwbeclian barang-harang dan pelaksanaan pekerdjaan-—
pekerdjaan jaung meliputi djumlah Rp.:250.000,-- atau le-
bihh dilakukan dengan surat perdjandjian.

Setiap pembelian/pelaksanaan pekerdjaan sebagai termak-
sud dalam ajat (1) dilaksanakan dengan penawaran umum .
atau penawaran terbatas, jang sekumang-kurangnja mengi-
kgt sertakan 5 orang rekanan jang bonafide, termasuk
perusahaan-perusahaan Negara.

Penawaran umum atau penawaran terbatas termaksud dalam
ajat ( ) nanja dilakulkan sesudah s.k.o. bersangkutan
disankan olehr Departemen I{euangan c.¢. Direktorat Djen-—
deral Anggaraill.

Untuk pelaksanaan pembelian dan pelaksanaan pekerdjaan
peuborongan bangunan, masing-masing dibentuk “Panitya
Pembelian dan "3adaun Pengawas Bangunan%, jang mengi-
kut sertakan antara lain:
a. unsur pereuntjai:a. :
L. unsur teunis dari instansi Pemerintah jJjang berwenang
dalaw persoalan jang mendjadi pokok pengaturgn dari
perdjandjian - tersebut.
'y

Djika dalam perdjandjian dimuat ketentuan mengenai pembg |
jaran uaung wmuka, pembajaran tersebut hanja dapat dila-
itukan, djika rekanan telaih menjerahkan surat djaminan
bank ataupun djaminan lain. P

Chusus umengenai pelaksanaan pekerdjaan pemboremgan ba-
ngunan, - dilakukan pembajaran-pembajaran setelah dinja-
takan dipeununli sjarat—-sjarat atas dasar bukti "berita-—
atjarat,

Zs palam... |
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Dalam tiap perdjandjian pembelian atau pekerdjaan pembo-
rongai: saunguaainn, dimuat ketentuan mengenai saunksi dalam
hal rekanan ternjata lalaimemenuhi kewadjibannja.
Perdjaundjian pelalisanaan pekerdjaan atas dasar cost plus
fee tidal: dipcrxeuu;tun.

Ketentuan-ketenituan termalksud dalam ajat (1) s/d (8)
diatas uerupalian sjarat mutlak untuk memperoleh pembajarani

dari Kantor pendahara llegara/Kantor Pembantu Bendahara
Nggara.

PRI IMAAN NISGAIIA .,

Pasal 18

Scuua Deuarte.cu/Lemuaga Wegara mengadalkan intensifikasi
penunguvan dari pada penerimaan-penerimaan Negara Jjang men-
dj&dj,'tuu;dluug—ngnhlunJa f

Seumua peuneriwmaan Negara disetor kepada Kantor Bendahara
Fpéara/;gdtor Pemwantu Beundahara MNegara atau kedalam lleke-— !
ning llas llegara pada Dank Negara Indonesia Unit I/Bank Sen-
tral Giropos atau bank Pemerintah lainnja jang ditundjuk |
solambat -lambatnja dalam walktu 10U hari - setelah tanggal }
pencriuaaunja.

Semua Depnrﬁeﬂel/Lcuvafa liegara selambat-lambatnja pada %
achiiy bulan Pjauuvari 1908 Liarus sudah menundjuk dengan
surat i{eputusair para bendalkarawan jang diwadjibkan neneri-
ma dai meltaizuiran penjetoran penerimaan-penerimaan Negara
ermaksua dalam ajat (1) aan () aiatas.

Departeiienl Heuangan diwadjibican mengawasi penerimaan dan
peujetorau—-perjetoran terualksud diatas.

rasal 19 4

eicajaan/milil llegara l:anja dapat didjual djika sudabh di-
njatakan disapusikawn karena berlevil, tidak dapat dipakai
lagi atau karcaa aiasan~alasan lain, satu dan lain sesuai
dengan peratu*au-peratuyan jang berlaku.

Ilasil dari pada peundjualan barang —barané tersebut pada
ajat (1) langsung disetor kepada Hantor Dendahara N.gara/
Kantor Pempantu Beacuiiara Hegara atau kedalam Ilekening XKas
HNegara pada Banlk MNegara Indonesia Uni I/Bank Sentral,
Giropos atau baunk Pemerintah lainnja jang ditundjuk, seba-
gai pendapatan Wegara dan tidak dapat dipergunakan lang-
sung untul: tudjuan—-tudjuan lain.

PLNGAWASAN h.TlLS PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal _1G. #

Inspektur Djenderal dan pcdjabat-pedjabat jang diserahil
tugas dan tanggung-djawab atas pengawasan pelaksanaan Ang-—
garan Peudapatan dan Belandja Negara mengawasi pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini pada Departemen/
Lembaga Negara masing-masing.

(E),.....
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(£). Dalam melalisanalan tugasuja pedjabat-pedjabat tersebut pada
ajat (1) U‘Aeruda sama dengan Direkxtur Djenderal Pengawasati
Keuaungan liegara, peparcenicit leuangain.

POLAKSAIIAAY ALIGGALAL BAGI DEPARTEMEN/LEMBAGA
NEGA LY DALALD LINGIIUNGAIT ANGIIATAN DERSENDJATA. .

casal 1.

Ketentuaun-~itetentua., dalam leputusan ini berlaku mutatis-mutandis
bagi Departemei _AIIAN dau Leunbaga-lembaga Hegara dalam lingkuungannja,
deugan memperiatilkan struictur orgaunisasi jang berlaku didalamnja.

Lo M UAN PRENUTUR
sal 13,

Ketentuan—iceteutuan land
landja Lwutin dai: Pembailgu:arn
ITY surat {eputusaun Dlrgesidoei
plsankan daripadcauja.

utan mengenai pelaksanaan Anggaran e-

aa:nr merupalkan bagian jang tidaic ter-—

Pasal i9.

Pelanggaran teruadap ketentuan-ietentuan dalam Keputusan ini
dapat dilktenultan tindakan aduainistratip dan tindakan-tindakan lainnja
berdasaritan peraturan-peraturan jang berlalku.

rasal LG
ifal-hal jang ovelun tjuitup diatur dalam MHeputusan ini diatur
olehh Menteri I{leuanyga::.
rasal 21,

Keputusan Presiden ini berlaku pada nari tanggal ditetapkaunnja
dan berlaku surut saumpali dengan tanggal 1 Djanuari 1968.

Agar supaja setiap oraunyg nmeungctanuinja memerintahkan penempatan
Keputusan Presiden ini lLedalam Derita legara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.

PD. PLESIDEN/LLPUBLIX INDONESIA,

S

S OE T ARTO
DIJENDERAL T.N.I. A

3
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uluh%b pada lawpiran-lampiran I, IfL daa —
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